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ABSTRACT
The third Amendment of UUD 1945 in 2001 put the position of MPR is no longer as the 
highest state institution but equal with another state institutions. This is certainly make a 
legal consequence to the legal product that produced by MPR and that legal product is Tap 
MPR. Tap MPR is no longer regulated in hierarchy of legislation in article 7 (1) Constitution 
No. 10 of 2004 on the establishment of legislation because Tap MPR is not included in the 
general legislation. But then the issuance of Constitution No. 12 of 2011 set back Tap MPR 
in hierarchy of legislation because some of Tap MPR is still valid in accordance with the Tap 
MPR number of I / MPR / 2003 on Judicial Review Matter and Legal Status of the Tap MPR 
Decree from 1960-2002. If it viewed through a political perspective, it can be said that Tap 
MPR Decree setting tug in the hierarchy of legislation can be said to be inconsistent of legal 
political or unclear. Said to be inconsistent or unclear because it is not in line with changes 
in the MPR authority and contrary to the theory of hierarchy of norms as a result of changes 
in the authority of MPR must also align with the legislation and do not deserve to be above 
the legislation.
The debate re-occurs when the authority of the Constitutional Court to review the 
constitutionality of MPR is considered contrary to the 1945 Constitution questionable. Is 
the Constitutional Court is authorized to review the constitutionality of Tap MPR towards 
the UUD 1945? According to the Article 24C of UUD 1945, Constitutional Court is only 
authorized to review legislation towards UUD 1945. There is void of norm on the authority 
of the Constitutional Court but on the other side, citizens who feel their constitutional rights 
are  violated by the existence of the MPR cannot do anything. The Constitutional Court was 
established with the aim of legislation under the Constitution does not conflict with the UUD 
1945, the next purpose is to protect and ensure the constitutional rights of citizens contained 
in the UUD 1945 in order not to be violated by officials or state agencies. Departed from 
that purpose then the Constitutional Court is authorized to review the constitutionality of 
Tap MPR is considered contrary to the UUD 1945.
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I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Banyaknya produk legslas yang 
dsahkan setap tahun, menunjukkan 
cepatnya aseleras dnamka perkembangan 
dan perubahan hukum d Indonesa. Skap 
pro dan kontra tdak dapat dhndar. Salah 
satunya Undang-Undang Pembentukan 
dan Perancangan Peraturan Perundang-
undangan dalam Pasal 7  ayat (1) yang 
mengatur kembal Tap MPR  ke dalam 
herark peraturan perundang-undangan. 
Rasonaltasnya adalah secara yurds formal 
kedudukan MPR sebaga lembaga tertngg 
sudah dcabut dengan adanya amandemen 
UUD 1945, kesenjangan n perlu dberkan 
penjelasan rasonal, akbat status hukum 
yang dtmbulkan dengan datur kembal Tap 
MPR tu. Selanjutnya bermplkas terhadap 
kepastan hukum tentang lembaga apa yang 
berwenang untuk menguj Tap MPR jka 
bertentangan dengan UUD 1945?.
 Dnamka yang melahrkan 
kesenjangan n tdak terlepas dar poltk 
hukum yang melandas. Dpaham bahwa 
poltk hukum merupakan suatu kegatan 
penerapan prakts dar konsep-konsep 
dan cara untuk menentukan tujuan yang 
dngnkan dalam masyarakat.3
UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur 
kembal Tap MPR dalam tata urutan peraturan 
perundang-undangan dan berada pada herark 
kedua d bawah UUD 1945 menmbulkan 
ketdakkonsttenan para pembentuk undang-
undang dalam menentukan arah kebjakan 
hukum d Indonesa, termasuk juga terkat 
dengan lembaga yang berwenang melakukan 
uj mater terhadap Tap MPR tersebut. 
2. Rumusan Masalah
1. Bagamanakah poltk hukum 
pengaturan Tap MPR dalam herark 
peraturan perundang-undangan?
2. Apakah Mahkamah Konsttus 
berwenang menguj konsttusonaltas 
Tap MPR jka danggap bertentangan 
dengan UUD 1945?
3. Tujuan Penelitian
1. Tujuan umum
 Untuk mengetahu keberadaan Tap 
MPR dalam konteks poltk hukum 
ketatanegaraan Indonesa sebelum 
dan sesudah adanya perubahan UUD 
1945.
2. Tujuan khusus
 a. Untuk mengetahu poltk hukum 
pengaturan ketetapan MPR dalam 
herark peraturan perundang-
undangan
 b. Untuk mengetahu apakah 
Mahkamah Konsttus berwenang 
menguj Tap MPR yang danggap 
bertentangan dengan UUD 1945.
II. METODE PENELITIAN
Peneltan n adalah peneltan 
hukum normatf. Peneltan hukum normatf 
mengkaj asas hukum, sstematka hukum, 
taraf snkronsas vertkal dan horzontal, 
mengkaj perbandngan–perbandngan 
hukum serta sejarah hukum.4 Peneltan 
3 Syaukan , Imam & Thohar, 2004, Dasar-dasar Politik 
Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm.26
4 Soerjono S. & Sr M., 2012, Penelitian Hukum 
Normatif. Suatu  tinjauan Singkat,Cet. Ke-14,PT. Raja 
Grafindo, Jakarta, hlm.14
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normatf mendasarkan pada bahan hukum 
prmer dan sekunder.
III. HASIL PEMBAHASAN
1. Perkembangan Politik Hukum 
Ketetapan MPR
A. Sebelum Perubahan 
Majels Permusyawaratan Rakyat 
atau yang dkenal dengan MPR pertama 
kal dlontarkan oleh Soekarno dalam 
pdatonya pada tanggal 1Jun 1945 
dalam pembahasan BPUPKI.5 Konsep 
kedaulatan rakyat yang dlaksanakan dapat 
dlustraskan bahwa kedaulatan rakyat yang 
merupakan kedaulatan poltk dalam sstem 
ketatanegaraan dlaksanakan oleh MPR6. 
Lembaga pelaksana n memlk otortas 
untuk menetapkan UUD yang menmbulkan 
kedaulatan hukum, dan pada dataran lebh 
rendah daktualsaskan oleh Presden dan 
DPR. Kedaulatan hukum yang berupa Tap 
MPR n menjad dasar bag MPR untuk 
menyelenggarakan pemerntahan. Karena 
kewenangan yang dberkan kepada MPR 
dan danggap merupakan penjelmaan rakyat 
sehngga kedudukan Tap MPR dalam herark 
peraturan perundang- undangan berada d 
bawah UUD 1945. 
MPR menjad satu-satunya lembaga 
sebaga penjelmaan aspras rakyat seluruh 
Indonesa melalu Pasal 1 ayat (2) UUD 
1945.7 Sangat jelas UUD 1945 menempatkan 
MPR sebaga lembaga super power 
yang melakukan sepenuhnya kedaulatan 
rakyat dan secara eksplst tertuls bahwa 
MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat 
Indonesa.8Atau dengan kata lan tdak ada 
lembaga negara lannya setngkat dengan 
MPR, maka segala putusan MPR tdak dapat 
dubah atau dbatalkan oleh lembaga negara 
lan.9 
Tap MPR yang berupa peraturan 
perundang-undangan dalam praktek 
penyelenggaraannya dapat mengkat ke dalam 
dan ke luar MPR. Mengkat ke dalam MPR 
merupakan Keputusan MPR yang bersfat 
beschiking atau konkrt dan mengkat ke 
luar MPR merupakan Ketetapan MPR yang 
bersfat regeling atau umum.10 Kemudan 
segala peraturan perundang-undangan yang 
akan dbuat harus berdasarkan atau perntah 
dar Tap MPR.11
B. Sesudah Perubahan
Pada tahun 1999-2002 dlakukan 
amandemen terhadap UUD 1945. Perubahan 
struktur lembaga-lembaga negara dalam 
sstem ketatanegaraan Indonesa, yakn 
sstem yang bercorak vertkal-herarks 
menjad horzontal-herarks. Dalam sstem 
lama, seluruh lembaga negara dsusun 
secara bertngkat dengan MPR berada 
pada  kedudukan tertngg. D bawahnya 
terdapat sejumlah lembaga lannya, yang 
berkedudukan sederajat dan masng-masng 
dber status sebaga lembaga tngg negara.
5 Sald Isra,  2013,Pergeseran Fungsi Legislasi, PT. 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3-7.
6 Ismal S.,1965, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif,CV. 
Calndra, Jakarta, hlm.45
7 Rr Nazryah, MPR RI.Kajian Terhadap Produk 
Hukum dan Prospek di Masa Depan, FH UII Press, 
Yogyakarta, hlm.53.
8 Taufiqurrohman S., 2004, Hukum Konstitusi, Ghala 
Indonesa,Bogor, hlm.6.
89 Rr Nazryah, Op.ct. hlm.52.
10 Ibid.
11 Setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, 
undang-undang yang akan dbuat sudah drencanakan 
melalu program legslas nasonal (Prolegnas).
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Perubahan UUD 1945 yang drancang 
menjad dua kamar, sama sekal tdak 
mencermnkan konsep sstem perwaklan 
dua kamar. MPR mempunya anggota dan 
lngkungan wewenang sendr, demkan 
pula DPD dan DPR, hal n menunjukan 
malah menjad tga badan perwaklan yang 
mandr (DPR. DPD, MPR).12
Perubahan Pasal 3 mengena 
wewenang MPR dengan rumusan bahwa 
MPR menetapkan undang-undang dasar dan 
Gars-gars Besar Haluan Negara kemudan 
Dubah menjad Pasal 3 ayat (1) yang 
berbuny:
“Majels Permusyawartan Rakyat 
berwenang mengubah dan menetapkan 
undang-undang dasar. Ayat (2): Majels 
Permusyawaratan Rakyat hanya dapat 
memberhentkan presden dan/atau wakl 
presden dalam masa jabatannya menurut 
undang-undang dasar. Ketentuan n 
drumuskan untuk melakukan pendataan 
ulang sstem ketatanegaraan Indonesa agar 
agar dapat dwujudkan secara optmal sstem 
check and balances antar lembaga negara 
dalam kedudukan yang setara, dalam hal n 
antara MPR menjad horzontal fungsonal 
dengan prnsp salng mengmbang dan 
salng mengawas antarlembaga negara 
(cheks and balances).13 
Dengan perubahan n, MPR tdak 
lag menetapkan gars-gars besar darpada 
haluan negara, bak yang berbentuk GBHN 
maupun peraturan perundang-undangan, 
serta memlh dan mengangkat presden dan 
wakl presden. Hal n berkatan dengan 
perubahan UUD 1945 yang menganut sstem 
pemlhan presden dan wakl presden 
langsung oleh rakyat, d mana mereka 
memlk program-program yang dtawarkan 
langsung kepada rakyat. 
Dhapuskannya wewenang 
pembentukan Tap MPR berdasarkan 
Amandemen ketga, bukan berart MPR 
tdak dperbolehkan untuk membentuk Tap 
MPR, tetap mash tetap dperbolehkan 
hanya sebatas ketetapan MPR mengena 
pelantkan maupun pemberhentan presden 
dan/atau wakl presden.“
In berart bahwa Tap MPR tdak lag 
bersfat mengatur secara umum (regeling) 
tetap sudah bersfat konkrt dan ndvdual 
(beschikking).14 Menurut UU yang baru Tap 
MPR datur kembal dalam herark yang 
dtempatkan d bawah UUD 1945. In berart 
Tap MPR tdak lag hanya bersfat beschikking 
tetap juga bersfat regeling, berdasarkan 
penjelasan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011. 
Dengan  dtempatkannya Tap MPR tersebut 
d bawah UUD 1945 konsekuensnya adalah 
Tap MPR termasuk kedalam peraturan-
perundang-undangan kembal, Padahal MPR 
berdasarkan perubahan UUD 1945 tdak 
berwenang lag mengeluarkan Tap MPR 
yang bersfat regeling.15 
12 Bagr Manan, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, FH-
UII Press,Yogyakarta, hlm.5.
13 Jmly Asshddqe,  2010, Perkembangan & 
Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Snar 
Grafika,Jakarta, hlm.23-24.
14 Moh Mahfud MD , 2010, Perdebatan Hukum Tata 
Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawal 
Pers,Jakarta,  hlm. 32-34. 
15 Hal n tentu bertolak belakang dengan tujuan dar 
pembentuk undang-undang sebelumnya dan tdak 
sesua dengan prnsp perubahan UUD 1945 yang 
memberkan penafsran berbeda. Meskpun MPR 
tdak dapat lag membentuk Tap MPR yang bersfat 
mengatur, tetap konsekuens daturnya kembal Tap 
MPR kedalam herark peraturan perundang-undangan 
akan menmbulkan ketdakkonsstenan pembentuk 
undang-undang dalam menentukan arah kebjakan 
pembangunan hukum d Indonesa.
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Tark ulur tentang pengaturan Tap 
MPR dalam herark peraturan perundang-
undangan membuat adanya poltk hukum 
yang nkonssten/tdak jelas dengan tujuan 
untuk membentuk undang-undang tu sendr. 
Ketdakjelasan pengaturan Tap MPR tersebut 
dapat dlhat dar beberapa hal. Pertama, 
karena tdak sejalan dengan perubahan 
kewenangan dan struktur ketatanegaraan yang 
menerapkan horzontal fungsonal dmana 
MPR tdak lag berwenang mengeluarkan 
Tap MPR yang bersfat regeling atau 
pengaturan tetap hanya dapat mengeluarkan 
Tap MPR yang bersfat beschiking. Dengan 
daturnya kembal Tap MPR dalam herark 
peraturan perundang-undangan maka Tap 
MPR kembal dsebut sebaga peraturan 
perundang-undangan yang kedudukannya 
berada d bawah undang-undang. 
Kedua, bertentangan dengan teor 
penjenjangan norma dar Hans Kelsen. 
Teor n mengungkapkan bahwa hukum 
mengatur pembentukannya sendr, karena 
suatu norma hukum menentukan cara untuk 
membuat suatu norma hukum lannya dan 
juga sampa derajat tertentu menentukan s 
norma lannya tersebut.16 Hubungan antara 
norma yang mengatur pembentukan norma 
lannya dgambarkan sebaga hubungan 
superordnas dan subordnas, kesatuan 
norma-norma n dtunjukkan bahwa 
pembentukan norma yang lebh rendah 
dtentukan oleh norma yang lebh tngg 
dan dakhr oleh suatu norma dasar, oleh 
Karena menjad dasar tertngg dar valdtas 
keseluruhan tata hukum yang membentuk 
kesatuan tata hukum.17 Teor tersebut dapat 
direfleksikan juga dalam sistem norma 
hukum d Indonesa, dmana Pancasla 
merupakan sumber dasar hukum nasonal18 
atau dsebut norma hukum fundamental 
negara (staatfundamentalnorm).  UUD 1945 
dan Ketetapan MPR dsebut sebaga Aturan 
dasar atau aturan pokok (staatgrungezetz), 
dlanjutkan dengan undang-undang 
(formell gezetz) serta peraturan pelaksana 
dan peraturan otonom ( verordnung und 
Autonome satzung).19 Tap MPR dsebut 
sebaga aturan pokok/aturan dasar negara 
karena bers gars-gars besar atau pokok-
pokok kebjaksanaan negara, sfat norma 
hukumnya mash secara gars besar, dan 
merupakan norma hukum tunggal dan tdak 
dlekat oleh norma hukum sekunder.20 Tap 
MPR memlk karakter norma hukum umum 
abstrak dan umum konkrt.
Setelah terjadnya amandemen 
terhadap UUD 194521 Tap MPR tdak dapat 
lag dsebut sebaga staatgrundgezetz tetap 
menjad norma yang sederajat dengan 
undang-undang. Jka dsesuakan dengan teor 
penjenjangan norma bahwa setap peraturan 
yang berada d bawahnya dtentukan oleh 
norma yang lebh tngg. Dalam hal n Tap 
MPR hanya mengatur beberapa norma yang 
16 Kelsen,H. 2010,  Teori Umum Tentang Hukum Dan 
Negara, Nusa Meda, Bandung, hlm.180-182
17 Sumal, 2003, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang 
Peraturan Pengganti Undang-Undang, UMM Press, 
Malang, hlm.22
18 Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan Pancasla 
merupakan sumber dar segala sumber hukum
19 Sumal, Op.cit, hlm.24.
20 M. Farda, 2007, Ilmu Perundang – undangan, Jenis 
Fungsi dan Materi Muatan,   Kansus Yogyakarta, 
hlm.130-132.
21 Tentunya ada konsekuens dar MPR yang tdak 
lag menjad aturan dasar negara atau aturan pokok 
negara.
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tdak berhubungan dengan undang-undang d 
bawahnya.22 Undang-undang yang dbentuk 
setelah perubahan tersebut langsung merujuk 
kepada UUD 1945. Padahal seharusnya ada 
hubungan superordnas atau subordnas 
antara herark peraturan perundang-
undangan tersebut. Sehngga dapat dkatakan 
bahwa daturnya kembal Tap MPR ke dalam 
tata urutan peraturan perundang-undangan 
tdak sejalan atau bertentangan dengan teor 
penjenjangan norma.
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
Menguji Konstitusionalitas 
Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat
Mahkamah Konsttus Republk 
Indonesa dalam menjalankan fungsnya 
sebaga pengawal konsttus dlengkap 
dengan empat kewenangan dan satu kewajban 
yatu (a) menguj konsttusonaltas Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (b) 
memutus sengketa kewenangan antar lembaga 
negara d Indonesa, (c) memutus perselshan 
atau sengketa  mengena hasl pemlhan 
umum, (d) memutus pada tngkat pertama 
dan terakhr pembubaran parta poltk, dan 
(e) memutus pendapat DPR yang bers 
tuduhan bahwa presden melanggar hukum 
atau tdak lag memenuh syarat sebaga 
Presden dan Wakl Presden sebagamana 
dtentukan dalam UUD 1945, sebelum hal 
tu dapat dusulkan untuk dberhentkan 
oleh MPR23. Mahkamah Konsttus 
melakukan penafsran terhadap UUD dalam 
melaksanakan fungs peradlannya. Dengan 
adanya Mahkamah Kosnttus, potens 
konflik antar golongan  dapat diredam dan 
bahkan dselesakan melalu cara beradab 
d meja merah Mahkamah Konsttus.24 
Mahkamah Konsttus dsampng berfungs 
sebaga pengawal konsttus, penafsr 
konsttus juga adalah pengawal demokras 
(the guardian and the sole interpreter of 
the constitution, as well as the guardian of 
the process of democratization), bahkan, 
Mahkamah Konsttus juga merupakan 
pelndung hak asas manusa (the protector 
of human right).25
Gagasan pembentukan Mahkamah 
Konsttus atas dasar pemkran bahwa 
UUD 1945 yang merupakan dasar negara 
harus djaga dan dkawal secara konssten. 
Penafsiran Konstitusional Terhadap 
Kedudukan Ketetapan MPR
MPR tdak lag dapat membentuk Tap 
MPR yang mengatur secara umum (regeling), 
akan tetap tdak akan menutup kemungknan 
bahwa akan terdapat permohonan pengujan 
Tap MPR yang mash dnyatakan berlaku 
berdasarkan Tap MPR Nomor 1/MPR/2003 
oleh warga Negara yang mempunya legal 
standing dmana hak-hak konsttusonalnya 
dlanggar oleh berlakuknya Tap MPR yang 
mash berlaku tersebut. 
Sebelumnya sesua dengan tujuan 
dbentuknya mahkamah konsttus sebaga 
lembaga yang ddesan untuk melaksanakan 
fungs constitusional review dmana Tap 
MPR merupakan peraturan perundang-
undangan yang berada d bawah UUD 1945 
maka jka terjad pelanggaran terhadap 
22 Setelah lahrnya Tap MPR No. I/MPR/2003
23 Jmly Asshddqe, op.cit, hlm.131
24 Ibid.
25 Ibid
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hak-hak konsttusonal warga negara akbat 
berlakunya Tap MPR tersebut maka tentunya 
Mahkamah Konsttus berwenang unutk 
menguj konsttusonaltas dar norma yang 
ada dalam Tap MPR tersebut. Sehngga ada 
jamnan ketka terjad pelanggaran terhadap 
hak-hak warga negara yang datur dalam 
UUD 1945.
IV. PENUTUP
1. Kesimpulan
1. Dlhat dar perspektf poltk hukum 
pengaturan  Tap MPR dalam tngkatan 
peraturan perundang-undangan 
dkatakan sebaga poltk hukum 
yang tdak konssten atau tdak jelas. 
Ketdakjelasan pengaturan Tap MPR 
tersebut ada beberapa hal yang tdak 
sesua dengan semangat konsttus. 
Pertama, karena tdak sejalan 
dengan perubahan ketga konsttus 
yang menempatkan MPR sederajat 
dengan lembaga negara yang lannya. 
Kedua, bertentangan dengan teor 
penjenjangan norma dar Hans Kelsen 
karena kedudukan MPR yang tdak 
lag menjad lembaga negara tertngg 
mengakbatkan tdak tepatnya Tap 
MPR berada d atas undang-undang.
2. Mahkamah Konsttus berwenang 
untuk menguj Konsttusonaltas Tap 
MPR yang danggap bertentangan 
dengan UUD 9145 melalu penafsran 
konsttus.
2. Saran
1. Agar beberapa Tap MPR yang 
dnyatakan mash berlaku segera 
dbuatkan undang-undang sesua 
dengan substans Tap MPR yang datur 
sehngga pengaturan Tap MPR dalam 
susunan perundang-undangan  tdak 
datur kembal dan sejalan dengan 
konsekuens Perubahan UUD 1945 . 
2. Agar menyempurnakan konsttus 
dengan menambah kewenangan 
Mahkamah Konsttus untuk menguj 
segala peraturan perundang-undangan 
yang berada dbawah UUD 1945. 
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